WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11

SSALINAN

SURABAYA

KEPUTUSAN

-WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT IT SURABAYA

NGMOR 03 TAHUN 1888

TENTANG

FENATAAN LOKASI USAHA DAN PEMB INAAN

USAHA PEDAGANG KAKI LIMA .

DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II- SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAEHAH TINGKAT II SURABAYA

Maorimbang.

Mengingat

bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerabh

- Tingkat I Surabaya Nomer 10 Tahun 1387 pada

dasarnya merupakan ketentuan pembinaan
Padagang Kaki Lima ‘vang -  lokasi  usahanya
bersifat sementara, Karena menggunakan jalan,
trotoar dan tempat umum lain yang fTungsinva
tidak untuk kegiatan usaha dagang/berjualan ;
bahwa  oleh karena 1itu guna memantapkan
kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dimaksud
dan sekaligus untuk mewujudkan ketertiban

umum, = Kebersihan dan keindanan serta
kelancaran ltalu lintas perkotaan perliu adanya
upava untuk secara  bertahap mengatur

pemindahan lokasi usaha Pedagang Kaki Lima

“tersebut sesuai dengan rencana kota

bahwa untuk mencapasl maksud tersebut ‘dalam

" kensideran menimbang huruf b serta guna
peningkatan pembinaan Pedagang - Kaki Lima,

perlu menetapkan ketentuan Penataan Tempat

" UYsaha dan Pembinaan Usaha Pezdagang Kaki Lima

o N

N

di Kotamadya Daeran Tingkat i1 Surabaya
dengan suatu Keputusan.

undang—~undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Fembentukan Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa  Barat dan Daerah istimewa
Yoavakarta yang telah diubah dengan Undang~
undang Nomer 2 Tahun 139865

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 'tentang

FPokok-pokok Pemerintahan di Daeran ;

Undang—undang”-Nomor 113'Tahun 1880 tentang
Jalan ;. : :

Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
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Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang

[0}]

dngdang—-undang Nomeor 23 Tahun 1337 tentang
Pengeioiaan Lingkungan Hidup ;

Faraturan Pemerintah Nomor 26 Tanhun 1885
tentang Jatan

oo

Paraturan Daeran Kotamadya Daerah Tingkat 11
Suirabaya 10 Tahun 1987 ftentang Pembinaan dan
Tenoat Isana Pedagang saka Lima dalam
Wiiavan rotamadva Daerah Tingkat II Surabaya

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1I
Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik
rfegawai HNegeri Sipil di linakungan Pemerintah
Ketamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya ;

MEMUTUS K AN

Aenetapkan : KEPUTUSAN WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11
SURABAYA TENTANG LOKASI USAHA DAN PEMBINAAN
USAHA PEDAGANG KAKI LIMA 01 KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal i
Dalam Keputusan ini vana dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabava

b. Walikciamadva Kepala Daerah adalah
Walikotiamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabave :

¢. Bagian Parekonomian adalah Bagian

Perekonomian pada Sekretariat Kotamadya
Dasrah Tingkat II Surabava ;

d. PD Pasar adalah Perusahaan Daserah Pasar Surya
Kotamadya Daerah Tingkai [I Surabaya

e. Pedagang Kaki Lima adaiah mereka vang dalam

meiakukan kegiatan dagang dan da?am
manjaiankan usahanya mempergunakan bagian
jalan/trotoar danh tempat~-tempat untuk

kepentingan umum yang bukan diperuntukkan
tempat usaha, serta tempat lain vang bukan
miliknya ;

f. Jalan adalah suatu prasarana parnubungan
darat dalam bentuk apapun meliputi ssgala
pagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannva vang diperuntukkan bagi laiu
iintas jaian umum :
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BAB i1
PENATAAN L OKASI
USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 2

Tanpa menqurangi pengeriian FPedagang Kaki
iima sebagaimana tersebut daiam pasal {1 huruf
e Peraturan Daeran Kotamadya Dasrah Tingkat
11 Surabaya fNomor 10 Tahun 1987 Lokasi usaha
Pedaganyg Kaki Lima dipusatkan dibebsrapa
kawasan/areal vang telah disiapkan secara
Kriusus oish Walikotamadva Kepaila Daerah
sesttai dengan Kebutuhan ;

Seiain di lokasi dimaksud pada ayat (1) pasal
ini para Pedagang Kaki Lima dapat ditampung
di pasar-—pasar, 1ingkungan perkantoran, pusat
perbeianiaan dan tempat lain vang ditetapkan
olen Walikotamadya Kepala Daerah

Dengan penetapan lokasi sebagaimana tersebut
pada avat (1) dan (2) pasal 1ini, maka
Kegiatan Usaha Pedagang ¥Kaki Lima vang selams
ini diizinkan menggunakan lokasi di jalan,
trotoar, Tlapangan, taman dan tempat-tempat
umum Tainnya secara bertahap dipindahkan ke
tokasi sebagaimana tersebut pada avat (1) dan
{2} pasal ini.

Pasai 3

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
diarahkan untuk :

a. Mewuijudkan tertib lingkungan yang serasi,
baik dari segi ketertiban umum, Kebersihan
Tingkungan maupun dalam manunjang
keindahan kota ;

b. Memfungsikan prasarana, saransa dan
utilitas kota (lalu lintas, taman, trotoar
dan lain-lain)} dalam rangka opt imasi
kemampuan daya dukungnya ;

c. Mewujudkan iokasi tempat usaha bagi
Padagang Kaki Lima yang sesuai dengan
peruntukan tata ruang dan perencanaan kota
serts berdasarkan kemampuan daya dukung
iihgkungan ;

d. Meningkatkan kemampuan Pedagang Kaki Lima
dari aspek keterampilan, parmodalan maupun
kKuaiitas tempat wusaha guha kesiapan
menjadi pedagang formal.

untuk melakukan penataan dan pemb i naan
Pedagang kaki Lima, Wwalikotamadya Kepala
Daerah membentuk Tim Penataan dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima : '
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Tim dimaksud pada myat (3) pasal ini bertugas
antara tain

a. Menvusun rencana penetapan jokasi Fedagang

Kaki Lima sesuail rehcana Tata Ruang
Wilavah

D. Memberikan Dantuan untuk mempercleh dan
meningkaikan permcdalan melalui kredit
perbankan

¢c. Mengembangkan keterkaitan usana dan

kemitraan dengan pelaku ekonomi Tainnya ;
d. Mensadakan koordinasi dengan Iinstarsi
terkait ;

e. Memberikan masukkan danh saran kepada
Waliketamadya Kepatla Daerah.

BAB 111
PEMBINAAN

Pasai 4

Jenis pembinaan Pedagang Kaki Lima terdiri
dari :

a. Pembinaan Keterampilan Berusaha ;
Pembinaan Kelembagaan ;

Pembinaan Permodalan

Femibinaan Pasar :

Pembinaan Manajemen Usaha.

O 0o

Pembinaan sehagaimana dimaksud pada avat (1)
pasal ini dilaksanakan oleh Instansi terkait
di pawah koordimnasi Bagian Perekonomian

Kebiiaksanaan pembinaan dimaksud pada ayat
{1} pasal ini akan ditetapkan lebih Tanjut
oleh Walikotamadya Kepala Daeran Tingkat I
Surabava dengan mempertimbangkan saran Tim
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Yang dibentuk oieh Walikotamadva Kepala
Daeran.

BAB v
PENGELOLAAN

Pasal 5

Fengelolaan lokasi Pedagang Kaki Lima yang
disediakan secara Khusus oleh Pemerintah
Dasrah dilakukan oleh PD Pasar .

Datam meiaksanakan penataan dan pembinaan
xepada Pedagang Kaki Lima, PD Pasar dapat
bekerjasama dengan Pihak Swasta mengenai
Pengeiolaan iokasi Pedagang Kaki Lima ;
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Pihak. Swasta:dimaksud cada ayat 2 pasal 1ini
harus Cterbentuk Badan Hukum dan diutamakan
berbentuk Koparasi.

BAB V.

PERIZINAN

Pasal 6

S8sitap Pedagang Kakt Lima yang akan berdagang
di lokasi Pedagang Kaki Lima vang telabh
disediakan atau ditetapkan oieh Walikotamadya
Kepalia Daerah diluar lokasi Kkhusus harus
mendapatkan dzin dari Waiikotamadya Kepaila
Daeran ;

Ketentuan Jjam buka dan tutup serta jumisah
Pedagang KkKakt iima disetiap lLokasi Pedagang
Kaki Lima ditetapkan olieh Walikotamadya
Kepaia GCasrah :

Setrap orang/Badan yand &akan mengelola
iokasi Padagang kaki Lima milik/vyang dikuasai
oleh Pemerintan Daerah harus mendapat izin
dari Walikotamadya Kepala Daerah :

Wailikotemadya Kepala Daerah meiimpahkan
kenada Kepaia 2agian FPerekonomian untuk
memproses dan meranda tangani izih dimaksud
pada ayvat 1 dan 3 pasal ini.

BAB Vi
PUNGUTAN

Pasal 7

Biava-piava untuk mendukund kKegiatan seperti
biaya listrik, air, keamanan/ketertiban,
kKebersihan dan lain-iain ditanggung olen
Fedagang kaki Lima dengan memparhatikan
petuniuk dari wWalikotamadya Kepalia Daetrah ;

Setiap Pedagang Kaki Lima yang menjalankan
usahanya di lokasi Pedagang Kaki Lima yang
dissdiakan oleh pihak swasta dapat dikenakan
biava olisih Pihak Swasta vang bersangkutan

Basarnva - biava pengelolaan sabagaimana
dimaksud pada ayat (4) pasal inid harus
mendapatkan persetujuan dari Walikotamadya
Kepala Daeran atas usul pihak swasta dimaksud.

BAB VIT
PENGENDALIAN

Pasal 8

Dajam radius 500 m oari iokasi usaha Pedagang
Kaki Lima yang ditetapkan oleh Walikotamadya
Kepala Daerah, tidak bolen ada kegiatan usaha
Pedagang kaki Lima iain ;
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Tempat usaha dan banaunan Pedagang kaki Lima
dimaksud pada avat {17 pasail ini bersifat
sefpeniara dengan  KOoNnstruksi ringan dan
{ranparan serta bentuk bangunannya d1tetapkan
oien Walikotamadya Kepala Dabrah ;

Satuan rotist Pamong Praja, Fembantu
wWaiikotamadya, Camat dan Lurah mengadakan
pengawasan dan pengendalian seria melakukan
koordinasi: dengan Instanst  terkait untuk
menertibkan dan mencegah timbulnva Pedagang
kak1 iLima iiar diiuar lokasi vang telah
ditentukan ;

Biaya pengadaan lokasi usaha pedagang Kaki
Ltima, biaya pembangunan kios-kios FPedagang
Kaky Lima, biaya pengendalian untuk mencegah
timbuinvya Pedagang Kaki Lima liar, biaya
kegiatan Tim penataan dan pembinaan Pedagang
kaki 1ima dibebankan pada AFBD Kotamadya
Daerah Tingkat 1I1I Surabava pada pasal
2P.0.5.2.01.001.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 9

Fedagang kaki Lima vang tidak memenuhi xetentuan
sebhagaimana dimaksud dalam pasal 9 Keputusan ni,

aKan

dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam

Paraturan daerah Kotamadye Daerah Tingkat 11 Surabaya
Nomor 10 Tanun 1987 dengan dan peraturan perundang-
undangan lain yvang berlaku.

(1)

(2}

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10
HaT=hal vang belum diatur dalam Keputusan
ini akan ditetapkan kemudian olen

Wajikotamatdva Kepala Daeranh :

Dengan ditetapkannvya Keputusan ini. maksa
Keputusan Wailikotamadya Kepaila Oaerah Tingkat
I Surabaya Nomor 3 Tahun 1389 tentang
Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima,
yang telah diubah dengan Keputusan
Walikotamadya Kepala [aerah Tingkat Ii
Gurabaya Nomor 204 Tahun 1891 dan semua
keTeniuan peraturan perundang-undangan lain
vang pernah ada sepaniang bertentangan dengan
Kepuitusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



BAR X
PENUTUP

Pasal 11

(1) Kepuiusan ini mulai berlaku sejak tanaggal:
ditetapkan ;

(Zz) Mengumumkan kKeputusan ini dalam Lembaran
Daerah Kotamadva Dmerah Tingkat I1 Surabava.

Ditetapkan di S URABAY A.
pada tanggal 5 Januari 1999

WAL ITKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT 11 SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur
Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah v-Surabaysa
8dr. Pimpinan DPRD Kodva Dati II Surabavya
Sdr. Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya ;

Sdr. Kepaia Inspektur Wilayah Kotamadya Stirabaya
Sdr. Para Pembantu Walikotamadya di Surabava
Sdr. Ka. Kan Sospoi Kodya Dati Il Surabaya
Sdr. Kabag Perekohomian Setkodya Dati II Surabaya ;

L}

8dr. Kabag Tata Pemerintahan SetKodva Dati Il Surabava

-
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3dr., Kabag Pemerintahan Kelurahan Kodya Dati 11 surabaya ;
Sdr. Para Camat dan Lurah se Kotamadya Dati II Surabaya ;
Sdr. Para Parsonit Tim Yang Bersahgkutan.
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Biumumkan daiam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Sery D2 Nomor 03 Tanggal 5 Jdanuari 1899,

Saiinan sesuai dengan Aslinva
An. Sgkreiaris K amadya
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